
   

1 
 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi 

bahtera kehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarungi kehidupan 

adalah dengan adanya sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir 

bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah 

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan 

melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.2  

Sebagaimana firman Allah SWT, di dalam Q.S Ar-Ruum : 21 yang 

berbunyi : 

                                                             
1 Witanto, Hukum Keluarga (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 62.  

 
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 6 (Al Ma’arif), hlm. 5.  
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                      

                      

      

 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.3 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad 

yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.4 Kemudian ada juga kata al-

nikahu (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian Aldhammu 

waltadakhulu (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah 

ungkapan, tanakahati al-zara’u, maksudnya sebagai pohon menyatu dan 

menyelinap  (masuk),  karena  memuat  unsur  penyatuan  antara salah satu  

pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama 

Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak 

tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah 

                                                             
3 Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), hlm. 644. 

 
4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000. pasal 2.  
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dipergunakan  untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan 

atau juga diarahkan pada pengertian al-wath’u (hubungan badan).5 Adapun 

kata Nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan 

perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka 

mengatakan nakaha imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah 

persetubuhan.6 Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud 

dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan 

demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata 

nikah dengan arti wat’i, karena al-Qur’ān menggunakan kinayah. 

Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.7 

Kemudian ulama Syafi’iyah mendefenisikan, pernikahan 

merupakan akad perjanjian yang  mengandung  unsur  memperbolehkan  

persetubuhan  dengan menggunakan lafazh ankahtuka (aku 

menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtu (aku 

mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah). 

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan 

(perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut 

sehingga dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung 

                                                             
5 Yusuf A-Duraiwsy, Nikah Sirih Mut’ah & Kontrak (Jakarta :Darul Haq, 2010), hlm.15.  

 
6 Al- Fakhir Al-Razi, Tafsir Al-Kabir  (Taheran: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyat), hlm. 59.  

 
7 Muhammad Ali As-Sabuni, Rawa’i Al-Bayan (Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an 

(Kuwait:  Dar Al-Qur’an Al-karim, TT) hlm, 285.  
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maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan yang  

dimaksud.8 

Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan 

al-mawadah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat 

dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta 

dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.9 

Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan 

akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi 

syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum 

perkwainan  Islam  seperti  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  

Nomor  1  Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, 

yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut 

hukum. Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks adalah 

pembicaraan ini adalah ikatan (‘aqad ) perkawinan.10  

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila:  

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi 

suaminya. 

2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki. 

                                                             
8 Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Al Mu’jam Al- Mufahras Li Al-Faz Al-Quran al-Karim 

(Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), hlm. 718.  

 
9 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami’u Li Ahkam Al-

Qur’an Juz XIV (Kairo: Dar al-Katib Al-Arabi, 1387), hlm. 16.  

 
10 Al-Garib Asfihani, Mufradat Al Faz Al-Qur’an (TTP: Dar Al-Kitab Al-Arabi, TT), 

hlm. 526.  
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3. Ada wali  mempelai perempuan yang melakukan akad.  

Syarat ketiga  ini   dianut muslim  di  Indonesia  dan  merupakan  

pendapat  Syafi’i,  Ahmad  bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, 

Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.11  

Adapun peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam 

telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya 

hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang 

tidak dibenarkan oleh syara’, dalam hal ini perbuatan yang melanggar 

syariat Islam contohnya seperti berzina dan hamil diluar nikah. Hamil  

diluar  nikah  merupakan sesuatu  yang  sangat  tabu  di masyarakat 

Indonesia  dan merupakan  hal  yang  masuk  kategori  zina  dalam  Islam.  

Hamil  di  luar  nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum 

dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka  akan 

muncul   masalah yaitu aib bagi keluarga. Akibat dari pergaulan bebas 

maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan 

kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan   maupun   keluarga.   

Untuk   mennghindari   perasaan   malu   kepada masyarakat, maka mereka 

cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil dengan segala cara.12 Yang  

dimaksud  dengan  “kawin hamil”  disini  ialah  kawin  dengan  seorang  

                                                             
11  A. Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: Pena, 2010), 

hlm. 58.  

 
12 M.Hamdan  Rasyid,  Fiqih  Indonesia  Himpunan  Fatwa-Fatwa  Aktual (Jakarta:  PT.  

Al Mawardi prima), hlm. 184.  
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wanita  yang  hamil  di luar nikah,  baik dikawini  oleh  laki-laki  yang  

menghamilinya  maupun  oleh  laki-laki  yang bukan menghamilinya.13 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan 

perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 5314 yaitu :  

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya. 

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 

anaknya.  

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir. 

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan 

wanita hamil  adalah Q.S An-Nur ayat 3:  

                       

                   
 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan 

pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau 

                                                             
13 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munkahat (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 

2008), hlm. 124.  

 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press 2014), hlm. 348.  
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dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-

orang mukmin”.15 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2 

ayat (1) bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.  

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang dilahirkan dari 

perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah karena lahir dalam 

perkawinan yang sah yang sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu : seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa 

menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Tetapi apabila 

perkawinan wanita hamil dilakukan dengan dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang 

dilahirkan status hukumnya tidak sah atau anak luar kawin. 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status 

anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah 

anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan 

yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dalam hal ini apabila perkawinan 

                                                             
15 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), hlm. 350.   
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dilakukan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dan 

menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin apabila yang menikahi wanita 

hamil tersebut laki-laki yang bukan menghamilinya apabila mengikuti 

Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 53 tersebut. Anak 

hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang tidak sah tidak akan 

memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak 

absahan pada anak tersebut.  

Sementara itu, ada masalah yang terjadi di kalangan masyarakat di 

Kabupaten Tabalong di Desa Geronggong, yaitu peristiwa yang melanggar 

aturan agama dan norma masyarakat. Akibat pergaulan bebas antara laki-

laki dan perempuan atau bisa juga disebut anak muda karena usianya yang 

cukup muda. Dari pergaulan bebas ini ada akibat yang melanggar aturan 

agama yaitu ada wanita yang hamil di luar nikah atau belum menikah 

tetapi sudah hamil dengan pasangannya yaitu pacarnya sendiri. Ketika 

wanita ini mengetahui bahwa dia hamil, dia berani mengatakan yang 

sebenarnya dan kemudian memberi tahu orang tuanya bahwa dia hamil 

dengan pacarnya. Ketika orang tuanya mengetahui bahwa anak mereka 

hamil dengan pacarnya, orang tuanya tidak setuju jika pacarnya mau 

bertanggung jawab dan ingin menikahi anaknya. Maka orang tua si wanita 

berusaha mencari pria sesuai keinginannya dan si pria harus rela menerima 

anaknya yang sedang hamil. 

Saat kedua orang tua mengingat ada laki-laki yang menjadi mantan 

pacar anaknya dulu dan sudah mengenal satu sama lain, maka kedua orang 
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tua ini datang kerumah laki-laki ini dan membicarakan tentang menikah 

dengan anaknya yang sudah hamil terlebih dulu. Kemudian laki-laki ini 

meminta pendapat kepada kedua orang tuanya yang mana masih bingung 

dengan tawaran orang tua dari pihak wanita tadi. Adapun pendapat kedua 

orang tua laki-laki tadi menyerahkan keputusan kepada anaknya kalau 

memang ingin menikahi wanita tersebut.  Kemudian  laki-laki ini 

memikirkan dengan matang pertimbangan untuk menikahi wanita yang 

sudah hamil, karena takut tidak mampu membiayai kehidupannya dan 

istrinya setelah menikah nanti karena dia juga bekerja dengan hasil yang 

pas-pasan untuk kehidupannya sendiri. Saat pemikiran laki-laki 

disampaikan tentang kerisauan hatinya apabila nanti menikah apakah 

mampu membiayai istrinya dan anaknya kelak. Maka kedua  orang tua 

wanita bersedia menjamin kehidupan keuangan keduanya setelah menikah 

nanti. Serta akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada laki-

laki tersebut sebagai tanda rasa terimakasih karena sudah bersedia 

menikahi anaknya yang sudah hamil. Adapun uang tersebut akan diberikan 

setelah akad nikah berlangsung.  

Maka laki-laki tadi bersedia menikahi wanita hamil. Yang mana 

laki-laki ini bukan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh wanita 

tersebut. Walaupun laki-laki tersebut belum mempunyai rasa cinta dan 

kasih sayang terhadap perempuan itu. Akan tetapi dia mau bertanggung 

jawab menikahi wanita yang telah hamil. Saat sudah terjadi perkawinan 

yang mana perkawinan tersebut dibawah tangan karena orang tua wanita 
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menyarankan untuk nikah dibawah tangan saja dengan laki-laki yang 

bersedia menikahi anaknya tersebut.  

Dari observasi awal16 pada saat wawancara dengan laki-laki yang 

mau menikahi wanita hamil diluar nikah dia mengatakan bahwa memang 

benar orang tua dari wanita mau memberikan uang untuk rasa terimakasih 

karena sudah menikahi anaknya yang sudah hamil terlebih dulu. Adapun 

orang tua wanita yang tidak mau menanggung rasa malu akibat perbuatan 

anaknya yang sudah melanggar syariat Islam dan membuat malu nama 

keluarga dimasyarakat dengan kehamilannya maka dengan cara 

memberikan uang  kepada laki-laki agar mau menikahi anaknya serta 

menjamin segala kebutuhan dan keuangan setelah menikah nanti. Maka 

berdasarkan masalah tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih 

jauh tentang Uang Tutup Malu Perkawinan Hamil (Studi Kasus Di 

Desa Garunggung Kabupaten Tabalong). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik uang tutup malu perkawinan hamil (studi kasus di 

Desa Garunggung Kabupaten Tabalong)? 

2.  Bagaimana dampak Uang Tutup Malu Pada Perkawinan Hamil (studi 

kasus di Desa Garunggung Kabupaten Tabalong)? 

 

 

                                                             
16 Wawancara,  dengan saudara Muhrani, yang dilaksanakan pada   25 Juli 2021. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik uang tutup maulu perkawinan hamil  (studi 

kasus di Desa Garunggung Kabupaten Tabalong). 

2. Untuk mengetahui dampak  Uang Tutup Malu Pada Perkawinan Hamil  

(studi kasus di Desa Garunggung Kabupaten Tabalong). 

D. Siginifikasi Peneltian  

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di 

perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah.  

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami 

status pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan 

menghamilinya sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah 

khususnya dalam bidang pernikahan.  

E. Definisi Operasional 

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis 

memberi definisi operasi sebagai berikut: 
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1. Tutup malu: merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan 

sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, 

berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan.17 

Tutup malu yang dimaksud adalah untuk menutup rasa malu atas 

perbuatan yang dilakukan oleh anak perempuannya yang telah hamil diluar 

nikah, maka orangtua perempuan hamil ini memberikan sejumlah uang 

kepada laki-laki yang menikahi anaknya. 

2. Perkawinan: adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

bersuami atau beristri; menikah.18 

Perkawinan yang dimaksud adalah seorang laki-laki yamg mau 

menikahi seorang perempuan hamil, dimana perempuan ini hamil bukan 

anaknya. 

F. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu 

yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah uang tutup malu pada 

perkawinan hamil  (studi kasus di Desa Garunggung Kabupaten 

Tabalong). Maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga 

mengkaji tentang persoalan pernikahan wanita hamil antara lain: 

                                                             
17 https://kbbi.kemdikbud.go.id/  (download 1 september 2021) 

 
18 https://kbbi.web.id/kawin 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.web.id/kawin
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1. Ely Haryatie NIM 0601117264 mahasiswi jurusan Ahwal Asy-

Syaksiyyah yang berjudul “Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda 

Agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”.19 

Penelitian milik Ely Haryatie ini memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan peneliti angkat, yaitu permasalahan yang dibahas 

mengenai pernikahan. Namun ada perbedaannya, yaitu jika penelitian 

saudari Ely mengenai penjelasan bagaimana praktik nikah hamil 

antara orang yang berbeda agama, sedangkan yang peneliti angkat 

adalah bagaimana dampak uang tutup malu pada perkawinan hamil  

(studi kasus di Desa Garunggung Kabupaten Tabalong).  

Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap 

permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi, mengingat 

peneliti hanya menemukan pembahasan yang berkenaan dengan nikah 

hamil antara orang yang beda agama. Penulis belum menemukan 

karya ilmiah yang menuju pada dampak uang tutup malu, sehingga 

disini penulis mencoba meninjau masalah uang tutup malu pada 

perkawinan hamil dengan melihat sudut pandang fenomena dan realita 

kehidupan masa kini.  

2. Muhammad Saputra. Mahasiswa Hukum Keluarga/Ahwal Al-

Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Yang berjudul “Praktik Pernikahan 

                                                             
19 Skripsi.  Ely Haryatie, Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda Agama di Kabupaten 

Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2006).  
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Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya (Studi Kasus 

di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar)”.20  

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 

peneliti angkat, yaitu permasalahan yang dibahas mengenai 

pernikahan serta kawin hamil. Adapun perbedaan dalam kedua 

penelitian adalah pada dampak uang tutup malu perkawinan hamil  

(studi kasus di Desa Garunggung Kabupaten Tabalong). Adapun 

dalam pembahasan yang akan diteliti yaitu tentang dampak uang tutup 

malu perkawinan hamil.  

G. Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa bab, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah,  tujuan penelitian, signifikansi 

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.  

Bab II ini merupakan Tinjauan umum tentang pernikahan dan 

konsep nikah hamil yang meliputi pengertian pernikahan.  

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang 

jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan 

                                                             
20 Skripsi. Muhammad Saputra. Mahasiswa Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsiyyah, 

Fakultas Syariah.  “Praktik Pernikahan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya 

(Studi Kasus di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. (Banjarmasin: IAIN 

Antasari, 2015). (download 1 September 2021).  
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sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis 

data dan tahapan penelitian.  

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang memuat tentang 

deskripsi data dan analisis data.  

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah 

dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan 

terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai 

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, 

pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

 

 




